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Daerah dan Pasal 15 ayat (1) I'eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Taha-pan, Tata- '*lara Penyusunan, Pengend-a-lian dan
Evaluasl l'etaKsanaan Rencirna Pembangunan Daerah. periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
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Ivienringat i. Pasai i8 ayat i6i Uncirtng-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor Ii Tahun 2OA2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Q,,,'!z-mar* I{-1r, inalen T =ittunrl:rr i Kchr tn:=irn (}t trrt tr-ii, Tr,'!:-is:Lji.ifaailia: C 
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Kabupaten Fl:lang Pisau, Kabupaten I\ltrurung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Repubiik indcnesia Tai:un )AA) irromoi' i8, Tembe.han
Lembaran liegara Repubii< Indtlnesia Nomor ai80);

ijnciang-unciang Nomor i7 Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Nega::a Repubiik Indonesia Tahun 2003
Ncrncr' 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik InConesia
Nomor 42861:
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Ferencinaan -Pembangunan FIasicnal (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lA4, Tambahan
i o-'n^ran itTonara Fanrrlriii-- Tnrinnaaic l\jrrrn.+r 44?i't'

Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah ilembaran I'(egara Repubiik In<ionesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana t"elah diubah breberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas U adang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemeriniaha:r ilaerah {Lembaran }Iegar=a Repubiik
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8.

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor '+$aal;

6. Undang-Undang Nomor 331 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nega:.a Republik Indonesia Nomor aa38);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nontor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a598);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,
Tata Cara PenSrusunan, Pertgendalian dan Evaluasi Pelaksanaal
Rencana Pembangunan flaerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9fil1,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2ALA-24L4;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Peqgelolaan Ker-rangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2L Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nontor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Renr:ana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
20 1 1 tentang Rencana Pentbangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20 1 I Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4O);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun
2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO8 - 2028 (Lembaran Daerah
Tahun 2OO8 Nomor 16);
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Menetapkan :

Deaggn Persetuiuan Bersana

DEWAN PERWAKII,,AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

ffiEMUTUSI(AIT :

PERATURAI{ DAERATI KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
REITCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGATI DAERATI
KABUPATEIT BARITO TIMUR TATIUN 2013 - 2018.

BAB I
TETEITTUAIT TIMTIU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
g. pernerintah Daerah adalah Bupati Barito 1*imur dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Ralryat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Kabupaten Barito Timur.
S. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 2028 yang

selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun, terhitung sejak

tahun 2OO8 sampai dengan tahun 2028.
T. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat

RPJM Daerah adalah d,okumen perencanaan pembangunan daerah rrnttrk
periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renstra SKPD, adalah dokumen pererrcarraan SKPD rrntuk periode 5 (lima)

tahun.
g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan pemb€rngunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencallaan.

1 1. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adatah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan.

14. Program adalah bentuk instrumen kebrjakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan

oleh pemerintah daerah untuk mencapaL Sos?rorl dan tujuan pembangunan

daerah.



BAB II
RUANG LINGKTIP RPJil DATRAII

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari risi, misi dan program kepala daerah
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan
RPJMPD Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

(21 RPJM Daerah sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program
SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi SKPD dalam men5rusun Renstra SKPD Kabupaten Barito Timur

Tahun 2073 - 2078;
b. bahan pen)rusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan

memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai
sasaran pembangunan Kabupaten Baril.o Timur yang termuat dalam RPJM
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 - 2OL8; dan

c. pedoman Pernerintah Kabupaten Barito llimur dalam men5rusun RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra
SKPD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan
bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PTNGEITDALIAIT DAN EVALUASI

Pasat 5

(U Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah;
l2l Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah rrrencakup indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan
sasararl, dalam upaya mewujudkan visi pernbangunan jangka menengah daerah
lingkup Kabupaten Barito Timur.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten
dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional;

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB ry
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUITAN DAIRAII

Pasal 6
(1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakrrkan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan,
tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara pen)rusunan rencana
pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi me'nunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peratrrran Pemndang-undangan;



c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(31 Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7

RPJM Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka
menengah, penetapan perubahan RPJMD Daerah ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.

BAB V

KBTEilTUAN PEIN'TUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang.
pada tanggal ll (bee*1bcr 2013

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal bo geset*:vcr 2OL3

BARTTO TIMUR,

TEMBARAIT DAERAII KABIIPATEil BARITO TIilI'R TAHUIT 2013 IVOMOR B



I,ITMPTRAIT I PERATURAIV DAERAH I(ABT'PATEIS BARIT'O TIMT'R
ISODIOR :8 TAHIM2O13
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"ENTAITG 
: REI{CAITA PEMBAITGIIITAIT JAT{GKA UEITENGAII DAERATI

KABI'PATEI{ BARII1O TIMI'R TAIII'IT 2Ol.3 - 2018

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

SISTEMATIKA RPJ!il DAERAII

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:

GAMBARAN PENGELOI"AAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

PENETAPAN INDIKATOR KINER.IA DAERAH

PENUTUP

lt.



PEITJELITSIAN

*ERAT,RAN DAERAH *I*SrotEIr BARrro ?IM,R
ITOMOR TAIIUN 2013

TENTAIIG
RENCAITA PEMBAT{GUNAN JAITGI(A MENEITGATI DAERATI

KABUPATEN BARITO TIMUR
TATIUil 2013-2018

I. UMUM

Perencana€rn pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dalarn sistem perencanaan pembangunan nasironal, yang disusun
dalarn jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan
ditaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah
dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenallgan masi.ng-masing.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2013-2018 terdiri dari 6 bab dan l1 pasal yang mengatur
mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJM
Daerah Kabupaten Barito Tirnu'r, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJM Daerah, serta .tampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak r:erpisahkan dari Perda tentang
RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

CukuP Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
CukuP Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.



Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2!
CukuP Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (a)
CukuP Jelas-

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
CukuP Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 1O

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR .I.5


